
BERITADAERAH 

PROVINS! JAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 63 

PERATURANGUBERNURJAWATENGAH 

NO MOR 63 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK,FUNGSI DAN TATA 
KERJADINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 

DEN GAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangkamelaksanakan ketentuan Pasal 
87 Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 
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Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten�g 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan TataKerjaDinas 
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Da<:rah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor6 Seri D 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 12); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN 
PROVINS! JAWA TENGAH. 

kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah 
kabupaten/kota. · 

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, 
��gjawab, wewenang dan bak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

12. Rujukan Sekunder/rujukan tingkat II adalah pengiriman/ 
penanganan pasien/Iptek/spesimen dari pelayanan dasar ke 
pelayanan rujukan spesialistik. 

13. Rujukan Tersier/rujukan tingkat III adalah pengiriman/ 
penanganan pasien/Iptek/sepesimen dari pelayanan spesialistik 
ke pelayanan sub spesialistik atau super spesialistik . 

14. Obat Buffer Stock Provinsi adalah obat-obatan dan perbekalan 
kesehatan yang disediakan oleh Dinas KesehatanProvinsi sebagai 
stok penyangga yang diprioritaskan untuk kejadian luar biasa, 
bencana dan kabupaten/kota yang mengalami kekosongan obat. 

15. Promosi kesehatan adalah upaya memberdayakan masyarakat 
untuk hidup sehat, melalui kampanye kesehatan, dan peningkatan 
kemampuan sumber dayamanusia promosi kesehatan. 

BAB II 
PENJABARAN TUGAS PO KOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Din as 

Pasal2 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi 
daerah dan tugas pembantuan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da1am Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalahProvinsi Jawa Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Tengah. 
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Tengah. 

8. Otonomi Daerah adalah bak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 
daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada 
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ 
kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD 
adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian 
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
f 
g. 

perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
bidang kesehatan; 

pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup provinsi dan 
kabupaten/kota; 

pelaksanaan tugas di bidang pe�binaan dan pen�endalian 
kemitraan kesehatan, dan promosi kesehatan, pembmaan dan 
pengendalian penyakit, dan penyehatan lngkungan, �mbinaan 
dan pengendalian pelayanan kesehatan, pembmaan dan 
pengendalian sumber daya kesehatan; 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan; 

pelaksanaan kesekretariatan Dinas; 

pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

c. Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Penyakit, Dan 
Penyehatan Lingkungan; 

d. Bidang Pembinaan DanPengendalian PelayananKesehatan; 
e. Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Sumber Daya 

Kesehatan; 

f UPID; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional, 

(2) Sekret.ariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bert.anggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang hernia di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) UPID sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dipimpin oleh 
seorang Kepala UPID yang hernia di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

( 5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas. 

Pasal3 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi: 

Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal4 

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

Pasal 5 

(1) KepalaDinas,membawahkan: 

a. Sekretariat; 
b. Bidang P;mbinaan Dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, 

Dan Promosi Kesehatan; 
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Bagian Ketiga 
Sekretariat 

Pasal6 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas 
secara. terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
program, keuangan, dan umum dan kepegawaian. 
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Pasal 7 

b · ana dimaksud dalam Pasal 6, Untuk menyelenggarakan tugas se agaun 
Sekretariat mempunyai fungsi: 

. bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, a. penyiapan t du 
pengkoordinasian penyelenggaraan tu�a� secara erpa_ ' 

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

1 _,.1_;,..;c,trasi dan pelaksanaan di bidang keuangan; 
pe ayanan (1U.lllU� , 

. bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, c. penyiapan t d 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara erpa u, 

pelayanan administrasi, clan pelaksanaan di biclang umum clan 

kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain �ang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya, 

Pasal 8 

(1) Sekretariat, membawahkan: 

a. SubbagianProgram; 

b. SubbagianKeuangan; 

c. Subbagian UmumDan.Kepegawaian. 

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada �yat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian �ang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal9 
. baha:n 

Subbagian Program mempunyai tugas °:1elakukan penyiap� . 
k b .. ak teknis pembmaan pengkoordmas1an 

perumusan e lJ an . ' ' · · · clan 
nyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayan� a�1I11stras1, 

pelak .. u bidang program, meliputi : koordmas1 perencanaan, pe sanaan w . . Dinas 
pemantauan, evaluasi clan pelaporan di lingkungan · 
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Pasal 10 

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian 
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bi� ke�gan, meliputi : pengelolaan keuangan, 
verifikasi, dan pembukuandsn akuntansi di lingkunganDinas. 

Pasal 11 

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, 
meliputi : pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, 
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan di lingkungan Dinas . 

Bagian Keempat 
Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan 

Dan Promosi Kesehatan 

Pasal 12 

Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan Dan 
Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 
pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, pembiayaan danjaminan 
kesehatan masyarakat, dan promosi kesehatan. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Pembinaan Dan PengendalianKemitraan Kesehatan, 
Dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemi1raan; 

43 

(2) 



b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan 
masyarakat; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di bi clang promosi kesehatan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas clan fungsinya 

Pasal 14 

(1) Bidang Pembinaan DanPengendalianKemitraan Kesehatan, Dan 
Promosi Kesehatan, membawahkan: 
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemitraan; 
b. Seksi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

c. Seksi Promosi Kesehatan. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pembinaan Dan Pengendalian Kemitraan Kesehatan, Dan 
Promosi Kesehatan. 

Pasal 15 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemitraan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan 
clan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, 
meliputi : bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah 
perbatasan, terpencil, rawan clankepulauan, penyelenggaraankerjasama 
bidang kesehatan dengan luar negeri skala provinsi. 

Pasal 16 

Seksi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Masyarakat mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan 

44 

a. 

b. 

c. 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang pengendalian penyakit; 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang pencegahan penyakit clan penanggu1angan 
kejadian luar biasa; 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan dibidang Penyehatan Lingkungan; . 
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Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Penyakit Dan 
PenyehatanLingkunganmempllllyai fimgsi: 

kesehatan masyarakat, meliputi : penyelenggaraan, bimbingan clan 
penge�dalian sistem pembiayaan dan penyelenggaraan jaminan 
pemeliharaan kesehatan skala provinsi, bimbingan dan pengendalian 
penyelenggaraanjaminan pemeliharaan kesehatan nasional . 

�Pasal 17 

Seksi Promosi Kese�empunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang promosi kesehatan skala provinsi. 

Bagian Kelima 
Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Penyakit Dan 

Penyehatan Lingkungan 

Pasal 18 

B!dang Pembinaan Dan Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan 
Lm�an m�mpuny� tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
keb1J� teknis, pembmaan clan pelaksanaan di bidang pengendalian 
penyakit, pencegahan penyakit dan penanggulangankejadian luar biasa, 
clan penyehatan lingkungan. 



d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 

Pasa120 

( 1) Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan 
Lingkungan, membawahkan: 

a. Seksi Pengendalian Penyakit; 

b. Seksi Pencegahan Penyakit Dan Penanggulangan Kejadian 
LuarBiasa; 

c. Seksi Penyehatan Lingkungan. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pembinaan Dan Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan 
Lingkungan. 

Pasal 21 

Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang pengendalian penyakit, meliputi : pengendalian dan 
penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. 

Pasal 22 

Seksi PencegahanPenyakit Dan Penanggulangan KejadianLuar Biasa 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan penyakit clan 
penanggulangan kejadian luar biasa, meliputi : penyelenggaraan 
pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pengendalian 
operasional masalah kesehatan akibat bencana, wabah, dan survailans 
epidemiologi serta penyelidikan kejadian luar biasa. 
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c. 

d. 

(1) 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di biclang upaya kesehatan keluarga dan gizi; 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas clan fungsinya 

Pasal26 
Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan, 
memoowahkan: . 
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Pasal 23 

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
b� perumusan3 · ebij an te�s, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang penyehatan an, meliputi : penyelenggaraan pencegahan 
dan penanggulangan maran lingkungan skala provinsi. 

Bagian Keenam 
Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan 

Pasa124 
BidangPembinaanDanPengendalian PelayananPelayananKesehatan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan 
masyarakat, upaya kesehatan rujukan, dan upaya kesehatan keluarga 
dangizi. 

Pasal25 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24, Bidang Pembinaan DanPengendalian Pelayanan Kesehatan 
mempunyai fungg.: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di biclang upaya kesehatan masyarakat; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan clan 
pelaksanaan di biclang upaya kesehatan rujukan; 



a. Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat; 
b. Seksi Upaya Kesehatan Rujukan; 
c. Seksi Upaya Kesehatan Keluarga Dan Gizi. 
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pembinaan Dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan. 

Pasal27 
Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembin� d� 
pelaksanaan di bidang upaya kesehatan masyarakat, mehpu:1. : 
koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesehatan dasar, analisis 
kebutuhan buffer stock obat, alat kesehatan dan reagensia, dan 
bimbingan dan pengendalian kesehatan haji skala provinsi. 

Pasal28 
Seksi Upaya Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijak� teknis,_ pe�binaan dan 
pelaksanaan di bidang upaya kesehatan rujukan, �eliputJ. : peng�lol� 
pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan te1:51er tertentu, registrasi, 
akreditasi sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang­ 
undangan: pemberian izin sarana kesehatan 1:11eliputi rumah sak�t 
pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit 
swasta serta saranakesehatan penunjang yang setara. 

Pasal29 
Seksi Upaya Kesehatan Keluarga Dan Gizi mempunyai �gas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemb� 
dan pelaksanaan di bidang upaya kesehatan keluarga dan gtzi, 
meliputi : penetapankebijakan teknis clan pembinaan penyelenggaraan 
upaya kesehatan keluarga, penyelenggaraan survai_l� gizi buruk, dan 
pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provmsi, · 
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Bagian Ketujuh 
Bidang Pembinaan DanPengendalian Sumber Daya 

Kesehatan 
Pasal30 

Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pennnusankebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan sum.her daya 
manusia kesehatan dan organisasi profesi, farmasi, makanan, minuman 
dan perbekalankesehatan, danmanajemen informasi dan pengembangan 
kesehatan. 

Pasal31 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30, Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Sumber Daya 
Kesehatan mempunyai fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia 
kesehatan dan organisasi profesi; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang farmasi, makanan , minuman dan 
perhekalan kesehatan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidangmanajemeninformasi dan pengembangan 
kesehatan; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diherikan oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan fimgsinya 

Pasal32 
(1) Bidang Pembinaan DanPengendalian Sumber DayaKesebatan, 

membawahkan: 
a. Seksi Pengembangan Sum.her Daya Manusia KesehatanDan 

Organisasi Profesi; 
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b. Seksi Farmasi, Makanan-Minuman Dan Perbekalan 
Kesehatan; 

c. Seksi Manajemen Informasi Dan Pengembangan Kesehatan. 

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing­ 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pembinaan Dan Pengendalian Sumber Daya Kesehatan 

Pasal33 

Seksi Pengembangan Sumber DayaManusiaKesehatanDan Organisasi 
Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan 
sumber daya manusia kesehatan dan organisasi profesi, meliputi: 
pengusulan penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindaban tenaga 
tertentu antar kabupaten/kota, pendayagunaan tenaga kesehatan, 
pelatihan diklat fungsional dan teknis, registrasi, akreditasi sertifikasi 
tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang­ 
undangan, dan pemberian rekomendasi izin tenagakesehatan asing. 

Pasal34 

Seksi Farmasi, Makanan, Minuman Dan Perbekalan Kesehatan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang farmasi, makanan , 
minuman dan perbekalan kesehatan, meliputi: penyediaan dan 
pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan 
vaksin lainnya ska.la provinsi, sertifikasi sarana produksi dan distribusi 
alat kesehatan rum.ah tangga kelas II, dan pemberian rekomendasi izin 
industri komoditi kesehatan, pedagang besar farmasi dan pedagang 
besar alat kesehatan. 
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Pasa135 

Seksi Manajemen Informasi Dan Pengembangan Kesehatan 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijalcan 
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen informasi 
dan pengembangan kesehatan, meliputi : pengelolaan sistem informasi 
kesehatan, bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur dan 
kriteria bidang kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan 
pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan 
provinsi, pengelolaan survey kesehatan daerah {surkesda) ska1a provins� 
pemantauan pemanfaatan IPTEK kesehatan skala provinsi. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal36 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan penmdang-undangan yang berlaku. 

Pasal37 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fimgsional yangterbagi da1am berbagai Kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 
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( 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BAB ID 
TATAKERJA 

Pasal38 

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Gubemur. 

Pasal39 
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan 
Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya memperbatikan prinsip­ 
prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang 
tugasnyamasing-masing. 

Pasal 40 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, danPejabatFungsional wajib 
menerapkan primip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal 
maupunhorisontal baikke dalam maupun antar satuan organisasi dalam 
lingkungan PemerintahanDaerah serta instansi lain sesuai dengan tugas 
pokoknyamasing-masing. 

Pasal 41 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk­ 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 
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(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk­ 
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta 
menyampaikan laporan tepat pada waktunya 

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja 

( 4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari 
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

Pasal42 
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional 
menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal 
tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas 
kepada Gubemur melalui Sekda 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal43 
Jeajangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 44 
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala 
Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di 
lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang 
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. · 
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BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal45 
Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubemur ini. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasal46 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas. 

Pasal47 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 31 Juli 2008 
GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 
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Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR63 
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AH, 

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 63 TAHUN 2008 

BAGAN ORGANISASI 
OINAS KESEHATAN PROVINS! JAWA TENGAH 

TANGGAL 31 JULI 2008 

KE PALA 

SEKRETARIAT 

I SUB BAG I SUB BAG SUB BAG UMUMDAN PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN 

I I I 
KELOMPOK Bl DANG BID ANG Bl DANG Bl DANG JABATAN PEMBINAAN DAN PE- PEMBINAAN DAN PE· PEMBINAAN DAN PE· PEMBINAAN DAN PE· FUNGSIONAL INGENDALIAN KEMITAA NGENDALIAN PENYA· NGENDALIAN PELA· NGENDALIAN SUMBER AN KESEHATAN DAN KIT DAN PENYEHA TAN YANAN KESEHATAN DAYA KESEHA TAN PROMOS! KESEHATAN LING KU NGAN 

SEKSI H SEKSI SEKSI SEKSI PENGEMSANGAN ...._ PEMBERDAYAAN PENGENOAUAN - UPAYA KESEHATAN - SDM KESEHATAN DAN MASYAAAAATOAN PENYAKIT MASY AAAfl.A T ORGANISASI PROFESI KEMITRAAN 

SEKSI sEKSI 
SEKSI SEKSI PENCEGAHAH PENYA· FARMASI, MAKANA'I· >--- PEM111AYAAN DAN - KIT DAN PEIIANGGULA· >--- UPAYA KESEHATAN MINUMAN DAN PER· JAMINAN KESEHATAN NGAN KEJADtAN LUAR RUJUKAN BEKALA'I KESEHATAN MABYARAKAT BIASA 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI UPAYA KESEHATAN ...__ B=���J:�� .__ PROMO SI � PENYEHATAN .__ 
KELUARGA OAN KESEHATAN UNGKUNOAN GIZI KESEHATAN 

I m 
GUBERNUR JAWA TENG UPTD 

ltd 

ALI MUFIZ 


